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Intisari 

Penelitian ini menguji secara empiris, memperoleh gambaran dan 

pemahaman peran kode etik untuk mencegah fraud pada auditor Badan Pemeriksa 

Keuangan serta menganalisis penyebab masih terjadinya fraud dalam proses 

pemeriksaan. Di dalam mencapai tujuan penelitian ini, variabel penelitian yang 

digunakan adalah integritas, independensi, dan profesionalisme. Metode yang 

dipakai didalam penelitian ini adalah metode mix method yaitu metode kuantitatif 

dengan cara memberikan kuesioner serta metode kualitatif dengan melakukan 

wawancara kepada responden auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan 

Jawa Timur. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling. Alat pengujian instrumen dan analisis yang dilakukan adalah pengujian 

validitas dan reliabilitas kuesioner serta triangulasi sumber untuk wawancara semi-

terstruktur. Teknik analisis data yang dilakukan yakni dengan menggunakan SPSS 

dan analisis tematik. 

 Hasil penelitian independensi, integritas, dan profesionalisme berpengaruh 

positif terhadap pencegahan fraud. Didukung dengan hasil wawancara memberikan 

gambaran institusi BPK telah melaksanakan penerapan kode etik dengan baik, 

pelaksanaan kode etik telah mencakup program-program pencegahan fraud, yaitu 

tindakan prevention deterrence, disruption, identification, dan prosecution. Dalam 

pelaksanaannya masih terjadi fraud hal itu didasarkan pada tindakan pribadi auditor 

karena pemeriksa BPK tersebut memiliki karakter, moral, dan integritas yang 

kurang baik serta risiko yang ada di entitas yang diperiksa dapat mengakibatkan 

terjadinya tindakan fraud dalam proses pemeriksaan di lingkungan BPK. 

Kata Kunci: kode etik, independensi, integritas, profesionalisme, fraud 

auditor. 
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1. Latar Belakang 

Tugas pokok dan fungsi utama pemeriksa 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
adalah melaksanakan tugas pemeriksaan 
terhadap tanggung jawab pengelolaan 

Keuangan Negara supaya tidak terjadi 
kerugian negara atau kecurangan dalam 
pengelolaannya diatur berdasarkan UU 
No.15 tahun 2006. Sesuai dengan 

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) Republik Indonesia No. 01, Tahun 
2017 tentang Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara, pada pasal 1 

dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan 
negara adalah keseluruhan kegiatan 
pejabat pengelola keuangan negara sesuai 
dengan kedudukan dan kewenangannya 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan dan pertanggungjawaban. 

BPK merupakan suatu institusi 
yang dipercaya dapat mewujudkan good 

goverment governance dengan tugas 
memeriksa pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara yang dilakukan 
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, Bank Indonesia, Badan Usaha 
Milik Daerah, dan lembaga atau badan 
lain yang mengelola keuangan negara. 
Kedudukan BPK sebagai lembaga negara 

yang bebas dan mandiri dipertegas dalam 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR 
RI) Nomor: X/MPR/2001 tentang 

Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI 
oleh lembaga-lembaga tinggi negara pada 
Sidang Tahunan MPR RI tahun 2001 dan 
Nomor: VI/MPR/2002 tentang Laporan 

Pelaksanaan Putusan MPR RI lembaga 
tinggi negara pada sidang tahunan MPR 
RI tahun 2002. Isi ketetapan itu, antara 
lain menegaskan kembali kedudukan 

BPK RI sebagai satu-satunya lembaga 
pemeriksa eksternal keuangan negara. 

BPK Sebagai pemeriksa eksternal 
di bidang keuangan negara, mewajibkan 
auditor BPK dalam melaksanakan 

tugasnya memiliki landasan sikap, etika, 
dan moral yang baik sehingga auditor 

dapat menjalankan tugas dan 

kewajibannya secara objektif. American 
Institute of Certified Public Acountant 
(AICPA) mengisyaratkan auditor untuk 
melatih sensitivitas profesional dan 

pertimbangan moral dalam semua 
aktivitasnya (Anderson dan Ellyson, 
1986 dalam Aziza, 2017). Maka dalam 
pelaksanaan tugasnya auditor dituntut 

untuk menjunjung tinggi etika karena 
etika merupakan ilmu tentang penilaian 
hal yang baik dan hal yang buruk tentang 
hak dan kewajiban moral yang 

mengisyaratkan suatu kebanggaan, 
komitmen pada kualitas, dedikasi pada 
kepentingan klien (Ardani, 2017). 

Etika tersebut diatur dalam kode 

etik BPK yakni Peraturan Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 
(BPK RI) Nomor 4 Tahun 2018 yang 
menjelaskan tentang kode etik adalah 

norma-norma yang harus dipatuhi oleh 
setiap anggota BPK, pemeriksa, dan 
pelaksana BPK lainnya selama 
menjalankan tugasnya untuk menjaga 

martabat, kehormatan, citra, dan 
kredibilitas BPK (kode etik BPK bab 1, 
pasal 1). Kode etik berkaitan dengan 
masalah prinsip bahwa auditor harus 

menjaga, menjunjung, dan menjalankan 
nilai-nilai kebenaran dan moralitas, 
seperti bertanggung jawab 
(responsibilities), berintegritas 

(integrity), bertindak secara profesional 
(professionality) dan menjaga 
independensinya terhadap kepentingan 
berbagai pihak (independence) serta 

berhati-hati dalam menjalankan profesi 
(due care) (Porter, B., Simon, J., & 
Hatherly, D., 2003; Farhan, D., 2009; 
Handoko, J., 2011; Sihwahjoeni, 

Gudono, 2000). Hal tersebut didasarkan 
pada nilai dasar kode etik Badan 
Pemeriksan Keuangan yang terdiri dari 
independensi, integritas dan 
profesionalisme (kode etik BPK bab 1, 

pasal 1). 



 
 

Kode Etik BPK merupakan standar 

perilaku yang ditetapkan untuk menjaga 
transparansi dan akuntabilitas dalam 
melakukan pemeriksaan atas pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara. 

Standar perilaku ini sebagai landasan 
BPK untuk mewujudkan visinya, namun 
dalam pelaksanaannya BPK dihadapkan 
pada sejumlah risiko. Salah satu risiko 

yang dihadapi oleh BPK adalah risiko 
fraud.  

Fraud merupakan salah satu risiko 
yang hampir dimiliki oleh setiap 

organisasi. Secara harfiah fraud 
didefinisikan sebagai kecurangan, namun 
pengertian ini telah dikembangkan lebih 
lanjut sehingga mempunyai ruang 

lingkup yang lebih luas. The Institute of 
Internal Auditor mendefinisikan fraud 
sebagai setiap tindakan ilegal yang 
ditandai dengan tipu daya, 

penyembunyian, atau pelanggaran 
kepercayaan (IIA 2009). Tindakan ini 
tidak tergantung pada ancaman kekerasan 
atau kekuatan fisik namun dapat juga 

berupa penipuan dilakukan oleh individu 
dan organisasi untuk memperoleh uang, 
kekayaan atau jasa untuk menghindari 
pembayaran atau kehilangan layanan atau 

untuk mengamankan keuntungan bisnis 
atau pribadi.  

Kasus fraud yang sering terjadi 
pada institusi negara adalah suap, 

gratifikasi dan korupsi (ACFE, 2016). 
Data Indonesia Corruption Watch (ICW) 
menyebutkan pada tahun 2018, kerugian 
negara akibat kasus korupsi mencapai Rp. 

9,29 triliun (kompas 2019). Hal tersebut 
sangat merugikan negara maka untuk 
menghindarkan pada kerugian yang lebih 
tinggi dimasa yang akan datang, 

pemerintah perlu mempertimbangkan 
dan meningkatkan strategi penindakan 
fraud dengan pendekatan yang lain, yaitu 
pendekatan pencegahan (preventif). 
Tuanakotta (2010) mengibaratkan 

melawan fraud seperti menangani 
penyakit, yaitu lebih baik mencegahnya 

daripada mengobatinya. Jika menunggu 

terjadinya fraud baru ditangani maka 
lebih banyak kerugian telah terjadi dan 
dinikmati oleh pihak tertentu.  

Kode etik diciptakan untuk 

mencegah terjadi tindak kecurangan, 
mengatur segala kegiatan pemeriksaan 
yang dilakukan oleh auditor, kode etik 
tersebut didasarkan pada sikap 

independensi, intergitas dan 
profesionalisme agar auditor berperilaku 
serta mengambil tindakan sesuai dengan 
aturan dan ketetapan yang berlaku. Hal 

ini diperkuat dengan penelitian Sudarno 
(2018) menyatakan independensi adalah 
sikap auditor harus berusaha tidak hanya 
untuk tidak bergantung pada organisasi 

yang diaudit dan kelompok kepentingan 
terkait, namun juga bersikap objektif 
dalam menangani masalah yang sedang 
di pertimbangkan agar fraud dapat 

dicegah. Variabel integritas, dan 
profesionalisme sebagai variabel yang 
dapat mempengaruhi pencegahan 
kecurangan seperti diungkapkan 

penelitian Badjuri (2017) yang 
menyatakan tentang integritas auditor 
adalah auditor diwajibkan untuk secara 
ketat mematuhi standar perilaku yang 

tinggi selama pekerjaan mereka karena 
integritas adalah nilai yang sangat 
penting bagi sebuah kode etik, serta 
penelitian Westhausen (2017) 

mengungkapkan tentang sikap 
profesionalisme, sikap yang harus 
dimiliki oleh auditor agar dapat 
mendeteksi kecurangan sehingga baik 

dari dewan audit, manajemen dan pihak 
lainnya terutama audit internal 
perusahaan dapat mempercayakan hasil 
audit auditor. 

 Dengan demikian, penelitian ini 
akan menguji secara empiris pengaruh 
independensi, integritas, dan 
profesionalisme terhadap pencegahan 
kecurangan auditor BPK serta melihat 

gambaran penerapan kode etik terhadap 
pencegahan fraud di institusi BPK. Lalu 

https://www.detik.com/tag/icw/?_ga=2.72715543.528259211.1544926703-1118201971.1544926703


 
 

menganalisis mengapa fraud masih 

terjadi walaupun kode etik telah 
ditetapkan atas kasus fraud yang 
melibatkan auditor BPK. 

Studi penelitian ini dilakukan pada 

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, 
dengan pertimbangan, pertama pelaksana 
BPK RI yang memiliki jumlah entitas 
pemeriksaan paling banyak yakni 39 

auditee di seluruh Jawa Timur. Kedua, 
data laporan kinerja BPK perwakilan Jawa 
Timur tahun 2019 memiliki ketercapain 
IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IK 

(Indikator Kinerja) yang sangat baik.  
Dengan jumlah entitas yang 

diperiksa paling banyak serta hasil 
laporan kinerja BPK RI perwakilan Jawa 

Timur yang sangat baik, hal tersebut 
dapat memberikan gambaran penerapan 
kode etik terhadap pencegahan fraud di 
institusi BPK RI, serta untuk mengetahui 

mengapa masih terjadi fraud yang 
melibatkan auditor BPK dilihat pada 
entitas di Jawa Timur yang memiliki 
tingkat resiko fraud yang tinggi seperti 

diungkapkan pada Indonesia Corruption 
Watch (ICW) merilis data provinsi 
dengan kasus korupsi kepala daerah 
terbanyak, dalam data tersebut provinsi 

Jawa Timur menduduki peringkat 
pertama dengan jumlah 14 kepala daerah 
yang terjerat KPK, data tersebut 
diperoleh dari tahun 2004 - 2018 (detik 

2018), serta penelitian Hendarjatno dan 
Rahardja, 2003, Amrizal 2004, dan 
Asrori 2011 mengatakan resiko fraud 
yang tinggi di tingkat entitas dapat 

mempengaruhi auditor melakukan 
tindakan fraud yang sama pada entitas 
yang diperiksa. Berdasarkan hal tersebut 
pada penelitian ini menjadikan BPK RI 

perwakilan Jawa Timur sebagai studi 
penelitian dalam penerapan kode etik 
terhadap pencegahan fraud pada auditor 
BPK. 
2. Teori Atribusi  

Atribusi adalah memperkirakan apa yang 
menyebabkan orang lain itu berperilaku 

tertentu. Menurut Myers (1996), 

kecenderungan memberi atribusi 
disebabkan oleh kecenderungan manusia 
untuk menjelaskan segala sesuatu, 
termasuk apa yang ada dibalik perilaku 

orang lain. Fritz Heider (1958) 
menyatakan teori atribusi adalah perilaku 
manusia dapat disebabkan oleh dua hal 
yang disebut native theory of action 

yakni, faktor eksternal atau disebut 
dengan atribusi eksternal (atribusi 
lingkungan) seperti situasi dan faktor 
internal yang disebut dengan atribusi 

internal (dispositional attributions) 
seperti sikap, sifat-sifat tertentu ataupun 
aspek-aspek internal yang lain.  

Dari segi konsep dan penelitian 

tentang teori atribusi, Jones dan Davis 
(1965) mengungkapkan teori inferensi 
terkait (correspondence inference). 
(Jones & Davies) ada beberapa faktor 

yang dapat dijadikan faktor untuk 
menarik kesimpulan tentang apakah suatu 
perbuatan disebabkan oleh sifat 
kepribadian atau disebabkan oleh faktor 

tekanan situasi. Bila diantara ketiga 
faktor tersebut di bawah ini ada disaat 
seseorang melakukan suatu perbuatan, 
maka tindakan orang tersebut disebabkan 

oleh sifat kepribadian (disposisional) 
orang tersebut. 
1. Non common effect  
2. Freely choosen act  

3. Low social desirability  
Kode etik pada prinsipnya merupakan 
sistem dari prinsip-prinsip moral yang 
diberlakukan suatu kelompok profesi 

yang ditetapkan secara bersama dan harus 
dipatuhi oleh setiap mereka yang 
menjalankan tugas profesi tersebut 
(Porter, B., Simon, J., & Hatherly, D., 

2003). Kode etik profesi bersifat 
mengikat semua anggota profesi dan 
dalam penetapannya perlu ditetapkan 
secara bersama.  

Shaub et al. (1993) mengungkapkan 

pada penelitiannya tentang komponen 
etika pada penelitian yaitu fakta – fakta 

https://www.detik.com/tag/icw/?_ga=2.72715543.528259211.1544926703-1118201971.1544926703
https://www.detik.com/tag/icw/?_ga=2.72715543.528259211.1544926703-1118201971.1544926703


 
 

atau mengembangkan prinsip-prinsip 

menemukan, mengembangkan, atau 
menguji kebenaran dengan cara 
mengumpulkan, mencatat dan 
menganalisis data berupa informasi dari 

keterangan yang dikerjakan dengan 
sabar, hati – hati, sistematis dan 
berdasarkan ilmu pengetahuan dengan 
metode ilmiah. Pada penelitian Hunt dan 

Vitell (1986) di mana faktor-faktor yang 
mempengaruhi seseorang mematuhi atau 
mengikuti etika yang ada adalah 
lingkungan, budaya dan pengalaman 

pribadi serta aturan yang membentuk 
orientasi etika, lingkungan organisasi 
yang membentuk komitmen pada 
organisasi dan lingkungan profesi 

merupakan komitmen pada profesinya. 
Tanpa kode etik, maka setiap individu 
dalam satu komunitas akan memiliki 
tingkah laku yang berbeda-beda yang 

dinilai baik menurut anggapannya dalam 
berinteraksi dengan masyarakat lainnya.  
b.Kode Etik Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia (BPK 

RI) 

Kebijakan mengenai kode etik bagi 
pemeriksa BPK RI tertuang dalam 
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 
tentang kode etik Badan Pemeriksa 
Keuangan. Dalam peraturan tersebut 
dijelaskan bahwa kode etik BPK yang 

selanjutnya disebut kode etik adalah 
norma-norma yang seharusnya dipatuhi 
oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa 
selama menjalankan tugasnya untuk 

menjaga martabat, kehormatan, citra dan 
kredibilitas BPK. Adapun faktor-faktor 
yang terdapat di dalamnya antara lain: (1) 
maksud dan tujuan kode etik; (2) sasaran 

kode etik; (3) mekanisme penerapan kode 
etik; (4) pengawasan dan pelaporan 
pengawasan dan pelaporan; dan (5) 
larangan dan sanksi. Kode etik 
merupakan nilai dasar kristalisasi moral 

yang primus inter pares dan melekat pada 
diri manusia serta menjadi patokan dan 

ideal (cita-cita) dalam kehidupan sehari-

hari dan kode etik BPK terdiri dari 
independensi, integritas, dan 
profesionalisme. Standar perilaku Badan 
Pemeriksa Keuangan diatur dalam kode 

etik, yang di dalam mengatur sikap, dan 
perilaku seorang auditor untuk bertindak 
sesuai dengan etika profesi yang telah 
disepakati.  

c.Pencegahan Kecurangan (Fraud 

Prevention) 

Pencegahan kecurangan pada umumnya 
adalah aktivitas yang dilaksanakan 

manajemen dalam hal penetapan 
kebijakan, sistem dan prosedur yang 
membantu meyakinkan bahwa tindakan 
yang diperlukan sudah dilakukan 

pelaksana (auditor) untuk dapat 
memberikan keyakinan memadai dalam 
mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu; 
keandalan pelaporan keuangan, 

efektivitas dan efisiensi operasi serta 
kepatuhan terhadap hukum & peraturan 
yang berlaku. (COSO, 1992 dalam 
Amrizal, 2016). Menurut Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan 
(2008), pencegahan fraud merupakan 
upaya terintegrasi yang dapat menekan 
terjadinya faktor penyebab fraud yaitu, 1) 

memperkecil peluang terjadinya 
kesempatan untuk berbuat fraud; 2) 
menurunkan tekanan kepada pegawai 
agar mampu memenuhi kebutuhannya; 

dan 3) mengeliminasi alasan untuk 
membuat pembenaran/rasionalisasi atas 
tindakan fraud yang dilakukan. COSO 
(1992) mengemukakan pencegahan 

kecurangan adalah aktivitas yang 
dilaksanakan manajemen dalam 
penetapan kebijakan, sistem dan prosedur 
yang meyakinkan bahwa tindakan yang 

diperlukan sudah dilakukan dewan 
komisaris, manajemen, dan personil lain 
untuk memberikan keyakinan memadai 
dalam mencapai tujuan. Pencegahan 
fraud yang efektif memiliki lima tindakan 

(BPKP 2008) sebagaimana dijelaskan 
sebagai berikut. 



 
 

1. Prevention ialah mencegah terjadinya 

fraud secara nyata pada semua lini 
organisasi. 

2. Deterrence ialah menangkal pelaku 
potensial bahkan tindakan untuk yang 

bersifat coba-coba. 
3. Disruption ialah mempersulit gerak 

langkah pelaku fraud sejauh mungkin.  
4. Identification ialah mengidentifikasi 

kegiatan berisiko tinggi dan 
kelemahan pengendalian.  

5. Prosecution ialah melakukan tuntutan 
dan penjatuhan sanksi yang setimpal 

atas perbuatan fraud kepada 
pelakunya.  

Association of Certified Fraud 
Examiners (2015) menjelaskan bahwa 

program pencegahan fraud yang kuat 
meliputi tindakan-tindakan sebagai 
berikut. 
1. Kebijakan unit organisasi harus 

memuat tone of the top dan harus dapat 
menciptakan lingkungan kerja yang 
kondusif untuk mencegah tindakan-
tindakan fraud dan kejahatan ekonomi 

lainnya.  
2. Penilaian risiko terhadap fraud 

dilakukan untuk mengidentifikasi 
risiko fraud bawaan yang potensial.  

3. Melakukan perekrutan pegawai yang 
tepat.  

4. Meningkatkan persepsi terdeteksinya 
suatu fraud.  

5. Penerapan kode etik dan kebijakan 
pencegahan fraud dalam organisasi.  

Pencegahan fraud lebih mudah 
dilakukan daripada mengatasinya bila 

fraud itu telah terjadi. Auditor 
bertanggung jawab untuk membantu 
mencegah fraud melalui pemeriksaan dan 
pengevaluasian laporan keuangan serta 

kinerja, setara dengan tingkat potensi 
risiko di segmen organisasi. Hal lain yang 
menyebabkan upaya untuk melakukan 
pencegahan terhadap fraud sangat 
penting untuk menghindarkan kerugian 

besar terjadi. 
 

d.Pengembangan Hipotesis 

a) Pengaruh Independensi dan 

Pencegahan Fraud 

Independensi dapat diartikan kejujuran 
dalam diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta dan adanya 
memihak dalam diri auditor dalam 
merumuskan dan menyatakan 
pendapatnya. Mulyadi (2013) 

menyatakan independensi merupakan 
sikap mental yang bebas dari pengaruh, 
tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak 
tergantung pada orang lain. Sikap 

independen tersebut dapat dipengaruhi 
oleh orang lain atau faktor lingkungan 
kerja yang menyebabkan seseorang 
menjadi independen, jika seorang auditor 

bersikap independen, maka auditor akan 
memberi penilaian audit yang dilakukan, 
tanpa memiliki beban apa pun terhadap 
pihak mana pun sehingga terhindar dari 

konflik kepentingan yang berisiko 
menimbulkan kecurangan. Menurut 
Windasari (2016) dan Ramadhaniyati 
(2014) pada penelitiannya menyatakan 

bahwa independensi auditor berpengaruh 
positif dalam mencegah kecurangan. 
Seorang auditor yang profesional harus 
memiliki independensi untuk memenuhi 

kewajiban profesionalismenya. Maka 
hipotesis dirumuskan sebagai berikut. 

H1: Independensi berpengaruh positif 
dalam pencegahan fraud auditor. 

b) Pengaruh Integritas dan 

Pencegahan Fraud 

Integritas merupakan suatu elemen 
karakter dan kualitas yang mendasari 

timbulnya pengakuan profesional 
(Ramadhaniyati dan Hayati, 2014). 
Kualitas yang mendasari kepercayaan 
publik dan merupakan patokan 

(benhmark) bagi anggota dalam menguji 
semua keputusan yang diambilnya. 
Integritas mengharuskan seorang auditor 
bersikap jujur dan berterus terang tanpa 
harus mengorbankan rahasia penerima 

jasa, pelayanan dan kepercayaan publik 
tidak boleh dikalahkan dengan 



 
 

keuntungan pribadi. Konsistensi auditor 

dalam bersikap sikap jujur, berani, 
bijaksana dan tanggung jawab auditor 
saat melaksanakan audit melandasi 
kepercayaan publik dan merupakan 

patokan bagi anggota dalam menguji 
semua keputusannya (Ferdiyansyah, 
2016). Integritas dapat menerima 
kesalahan yang tidak disengaja dan 

perbedaan pendapat yang jujur, tetapi 
tidak dapat menerima kecurangan atau 
peniadaan prinsip. Penelitian Wulandari 
dan Nuryatno (2018) menyatakan 

integritas berpengaruh positif terhadap 
pencegahan kecurangan. Risiko 
kecurangan dapat dikurangi dengan 
adanya sikap integritas auditor, karena 

integritas berkaitan dengan kejujuran dan 
tanggung jawab auditor. Apabila auditor 
memiliki sikap integritas tinggi maka 
auditor tersebut telah melaksanakan 

pekerjaannya sesuai dengan etika. Sikap 
jujur auditor tersebut menunjukkan hasil 
audit yang benar. Maka hipotesis 
dirumuskan sebagai berikut. 

H2: Integritas berpengaruh positif 
terhadap pencegahan fraud auditor 
c) Pengaruh Profesionalisme dan 

Pencegahan Fraud 

Profesionalisme menurut Maryani dan 
Ludigdo (2001) dapat dicerminkan 
kedalam lima hal, yaitu: 1) Pengabdian 
pada profesi, 2) Pemenuhan kewajiban 

sosialnya, 3) Sikap kemandiriannya, 4) 
Keyakinan terhadap peraturan profesi, 
dan 5) Kualitas hubungannya dengan 
sesama profesi. Kelima hal tersebut diatur 

dalam aturan kode etik yang 
mempengaruhi sikap auditor dalam 
memeriksa laporan keuangan, penelitian 
terhadap profesionalisme dilakukan oleh 

Zhou (2012) menemukan bahwa 
profesionalisme auditor berpengaruh 
dalam mencegah kecurangan. Windasari 
(2016) mengungkapkan bahwa 
profesionalisme auditor berpengaruh 

positif dalam mencegah kecurangan. 
Profesionalisme seorang auditor sangat 

dibutuhkan dalam mencegah kecurangan, 

karena semakin tinggi profesionalisme 
seorang auditor maka auditor akan mudah 
melakukan pemeriksaan, sehingga 
tindakan kecurangan dapat dicegah. 

Maka hipotesis dirumuskan sebagai 
berikut: 

H3: Profesionalisme berpengaruh 
positif terhadap pencegahan fraud auditor 

d) Pengaruh Independensi, Integritas, 

dan Profesionalisme terhadap 

Pencegahan Fraud 

Pencegahan kecurangan pada umumnya 

adalah aktivitas yang dilaksanakan 
manajemen dalam hal penetapan 
kebijakan, sistem dan prosedur yang 
membantu meyakinkan bahwa tindakan 

yang diperlukan sudah dilakukan 
pelaksana (auditor) untuk dapat 
memberikan keyakinan memadai dalam 
mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu; 

keandalan pelaporan keuangan, 
efektivitas dan efisiensi operasi serta 
kepatuhan terhadap hukum & peraturan 
yang berlaku. (COSO, 1992 dalam 

Amrizal, 2016). Beberapa faktor yang 
dapat mempengaruhi tindakan 
pencegahan  fraud. Pertama, 
independensi dapat diartikan kejujuran 

dalam diri auditor dalam 
mempertimbangkan fakta dan adanya 
memihak dalam diri auditor dalam 
merumuskan dan menyatakan 

pendapatnya, Menurut Windasari (2016) 
dan Ramadhaniyati (2014) yang 
menyatakan bahwa independensi auditor 
berpengaruh positif dalam mencegah 

kecurangan. Kedua, integritas merupakan 
suatu elemen karakter dan kualitas yang 
mendasari timbulnya pengakuan 
profesional (Sabǎu, 2013). Penelitian 

Wulandari dan Nuryatno (2018) 
menyatakan integritas berpengaruh 
positif terhadap pencegahan kecurangan. 
Risiko kecurangan dapat diminimalisir 
dengan adanya sikap integritas auditor, 

karena integritas berkaitan dengan 
kejujuran dan tanggung jawab auditor. 



 
 

Ketiga, Windasari (2016) 

mengungkapkan bahwa profesionalisme 
auditor berpengaruh positif dalam 
mencegah kecurangan. Profesionalisme 
seorang auditor sangat dibutuhkan dalam 

mencegah kecurangan, karena semakin 
tinggi profesionalisme seorang auditor 
maka auditor akan mudah melakukan 
pemeriksaan, sehingga tindakan 

kecurangan dapat dicegah. Maka 
hipotesis dirumuskan sebagai berikut. 

H4: Independensi, integritas, dan 
profesionalisme secara simultan 

berpengaruh terhadap Pencegahan 
Fraud. 
e. Kerangka Penelitian  

Berdasarkan latar belakang, dan telaah 

pustaka dengan teori yang telah 
dijelaskan, kemudian dibuat kerangka 
penelitian. Gambar 2.1 berikut ini 
menyajikan kerangka penelitian 

mengenai pengaruh integritas, 
independensi dan  profesionalisme 
terhadap pencegahan fraud. Kerangka 
penelitian ini menggambarkan bahwa 

independensi (X1), integritas (X2) dan 
profesionalisme (X3) berpengaruh 
terhadap pencegahan fraud (Y).  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
3.Desain Penelitian 

Metode yang dipakai di dalam penelitian 
ini adalah metode mix method. Metode 
kombinasi (mix method) merupakan 
pendekatan penelitian yang 
menggabungkan atau menghubungkan 

metode penelitian kualitatif dan 
kuantitatif (Creswell, 2014). Sedangkan 

menurut Sugiyono (2016) mix method 

adalah metode penelitian dengan 
mengkombinasikan antara dua metode 
penelitian sekaligus, kualitatif dan 
kuantitatif dalam suatu kegiatan 

penelitian, sehingga akan diperoleh data 
yang lebih komprehensif, valid, reliabel, 
dan objektif.  

Adapun jenis penelitian campuran 

penelitian ini dengan menggunakan 
strategi eksplanatoris sekuensial. Strategi 
eksplanatoris sekuensial merupakan 
strategi yang diterapkan dengan 

pengumpulan dan analisis data kuantitatif 
pada tahap pertama yang diikuti oleh 
pengumpulan dan analisis data kualitatif 
pada tahap kedua yang dibangun 

berdasarkan hasil awal kuantitatif  
(Creswell, 2014). Penelitian dianggap 
eksplanatori karena hasil data kuantitatif 
awal diterangkan lebih lanjut dengan data 

kualitatif (Creswell, 2014).  
a. Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Badan 
Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Jawa 

Timur, BPK Perwakilan Provinsi Jawa 
Timur merupakan unsur pelaksana 
sebagian tugas dan fungsi Auditorat 
Keuangan Negara V bertanggungjawab 

atas pemeriksaan LKPD Pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/Kota 39 auditee di 
seluruh Jawa Timur. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 

auditor pemeriksa dengan jumlah 
pemeriksa sebanyak 166 orang yaitu 4 
orang Kepala Subauditorat, 4 orang 
Pengendali Teknis, 31 orang Ketua Tim, 

dan 123 Anggota Tim dalam lingkup 
pemeriksaan di Perwakilan BPK Provinsi 
Jawa Timur. Selanjutnya untuk 
menghitung ukuran sampel dilakukan 

dengan menggunakan teknik Slovin. 
Rumus Slovin untuk menentukan sampel 
adalah sebagai berikut. 

𝑛 =
𝑁

1 +𝑁(𝑒)2
 

Keterangan:  
n = Ukuran sampel/jumlah responden  



 
 

N = Ukuran populasi  

E = Presentase kelonggaran ketelitian 
kesalahan pengambilan sampel yang 
masih bisa ditolerir; e = 0,1  
Kemudian sampel yang diambil 

berdasarkan teknik purposive sampling. 
Purposive sampling merupakan teknik 
penentuan sampel dengan pertimbangan 
khusus (dengan kriteria) sehingga layak 

dijadikan sampel, adapun kriteria 
pemilihan sampel yaitu dengan ketentuan:  
1. auditor yang telah mengaudit atas 

laporan keuangan, pemeriksaan kinerja 

dan atau pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu (PDTT) minimal 3 tahun 
dengan harapan responden telah 
terlibat dalam proses tugas 

pemeriksaan dan laporan kinerja 
auditor sehingga responden yang 
dipilih diyakini telah memahami 
kondisi di dalam kantor atau instansi 

yang ditempatinya (Nurkhamid, 2008) 
2. auditor pernah mendapatkan 

rotasi/mutasi pegawai, dengan harapan 
responden telah terlibat dalam 

penerapan kode etik pada masing-
masing BPK perwakilan. kebijakan 
rotasi secara periodik dengan adil 
sehingga pemeriksa BPK dapat 

menjaga independensi dalam 
melakukan pemeriksaan terhadap 
entitas yang diperiksa. (Othman et. al. 
2015). 

b. Jenis dan Sumber data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 
sampel data berupa data primer. Data 
primer menurut Sugiyono (2016) adalah 

data yang diperoleh atau dikumpulkan 
langsung oleh orang yang melakukan 
penelitian atau yang bersangkutan yang 
memerlukannya. Data primer didapat dari 

sumber informan yaitu individu atau 
perseorangan seperti hasil kuesioner dan 
wawancara dari responden. Data 
diperoleh langsung dari sumber data 
menggunakan instrumen kuesioner 

c. Teknik Pengumpulan Data  

Data penelitian ini merupakan data 

primer yang dikumpulkan dengan 
menerapkan metode campuran (Mixed 
method research). Metode yang 
digunakan adalah sekuensial eksplanatori 

yaitu dengan pengumpulan data 
berlangsung dalam dua fase yang berbeda 
dengan sampling kuantitatif pada fase 
pertama dan sampling fase kualitatif pada 

fase kedua. Metode pengumpulan data 
kuantitatif dilakukan dengan metode 
survei menggunakan kuesioner. 
Sedangkan pengumpulan data kualitatif 

dilakukan melalui wawancara semi 
terstruktur. 
Gambar Alur penelitian mixed method 

peran kode etik dalam pencegahan 

fraud auditor BPK 

 
d. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat ukur 
yang digunakan dalam melakukan 
penelitian. Penelitian ini menggunakan 

instrumen angket atau kuesioner dengan 
skala likert yang digunakan untuk 
mengukur variabel yakni integritas, 
independensi, profesionalisme dan 

pencegahan fraud. 
Tabel Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

 



 
 

 
e. Uji Coba Instrumen atau Pilot Study 

Instrumen 

Sebuah instrumen harus diuji sebelum 
digunakan untuk mengukur variabel. 

Sebuah instrumen dapat digunakan jika 
memenuhi syarat yaitu valid dan reliabel. 
Instrumen yang valid berarti instrumen 
tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang akan diukur 
(Sugiyono, 2016). Pengujian instrumen 
penelitian dilakukan untuk mengukur 
validitas dan reliabilitas instrumen dalam 

penelitian. Peneliti melakukan uji coba 
(pilot study) instrumen penelitian kepada 
30 responden mahasiswa magister 
akuntansi dan magiater sains akuntansi 

FEB UGM. Pemilihan responden tersebut 
tidak lepas dari adanya kesamaan 
karakteristik dengan responden asli 
dalam penelitian ini. Selanjutnya 

dilakukan uji validitas dan reabilitas data. 
4.Hasil Uji Coba Instrumen atau Pilot 

Study Instrument  
Penelitian uji coba instrumen atau pilot 

study adalah salah satu cara yang 
dilakukan peneliti sebelum menyebarkan 
instrumen penelitian (kuesioner) kepada 
responden sesungguhnya. Uji coba ini 

dimaksudkan untuk mendeteksi 
kelemahan-kelemahan pada instrumen 
penelitian dan desain penelitian serta 
untuk menggambarkan perwakilan data 

dalam pemilihan sampel probabilitas 
(Cooper dan Schindler, 2014). Peneliti 
melakukan uji coba instrumen penelitian 
(pilot study)  pada tanggal 10 Agustus 

2020 kepada 30 responden. Pemilihan 

responden tersebut tidak lepas dari adanya 

kesamaan karakteristik dengan responden 

asli dalam penelitian ini. Data hasil uji coba 
instrumen penelitian diuji menggunakan 

software SPSS untuk menguji validitas 
setiap butir-butir pertanyaan kuesioner 
dan reabilitas data. 
a. Uji Validitas Instrumen 

Pengujian dilakukan terhadap butir-butir 
kuesioner, tinggi atau rendah validitas 
suatu angket atau kuesioner dihitung 
dengan menggunakan metode pearson’s 

product moment correlation, yaitu 
dengan menghitung korelasi antara skor 
item pertanyaan dengan skor total. Hasil 
uji coba instrumen penelitian dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
Tabel Hasil Rangkuman Uji Validitas 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2020 
Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai 
korelasi product moment (r hitung) untuk 
masing-masing item pernyataan pada 

variabel integritas, independensi, 
profesionalisme, dan pencegahan Fraud 
menunjukkan lebih besar dari nilai r tabel 
sebesar 0.2960 (taraf signifikan 5% 

dengan n = 30), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa item-item dari 
pernyataan pada variabel integritas, 
independensi, profesionalisme, dan 

pencegahan fraud dinyatakan valid, dan 
dapat digunakan sebagai data penelitian. 
b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan metode one shot dan diuji 
dengan metode Cronbach’s Alpha. Suatu 
variabel dikatakan reliabel jika 
memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 

(Nunnaly, 1960 dalam Ghozali, 2016). 
Kriteria pengujian reliabilitas soal tes 
dikonsultasikan dengan harga r product 



 
 

moment pada tabel, jika r11 < rtabel maka 

item tes yang di ujikan tidak reliabel, dan 
jika r11 > rtabel maka item tes yang di 
ujikan reliabel. 
Tabel Hasil Uji Reliabilitas 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, 
diperoleh nilai cronbach alpha dan r11 > 
rtabel dari semua variabel penelitian 
menunjukkan lebih besar, nilai cronbach 

alpha lebih besar dari 0,6. Dengan 
demikian semua instrumen variabel 
reliabel, sehingga kuesioner dari 
variabel-variabel tersebut dapat 

digunakan untuk penelitian ini. 
1) Deskriptif Data Umum 

Penyebaran kuesioner dilakukan 
melalui electronic questionares, yaitu 

penyebarannya melalui media elektronik 
(google form). Kuesioner diserahkan 
melalui https://jatim-ppid.bpk.go.id/ 
dengan menyertakan dokumen penelitian 

dan kuesioner penelitian.  
Tabel Gambaran Umum Sampel 

 
  Sumber: Data primer yang diolah, 2020 

Kuesioner sebanyak 66 kuesioner 
diperoleh secara online/daring, dalam 
penetuan sampel berdasarkan teknik 
Slovin menyatakan bahwa sampel 

penelitian sudah dapat digunakan untuk 
analisis selanjutnya, sampel sudah 
memenuhi jumlah sampel representatif 
untuk dianalisis yaitu hasil perolehan 

sampel sebanyak 66 reponden setara 
dengan 39,75% lebih besar dari 
perhitungan yaitu 62 responden atau 
setara dengan 37,34%. peneliti 

melakukan penelitian secara 

online/daring dikarenakan adanya 
pandemi covid-19 yang mengakibatkan 
sulit memperoleh data secara langsung 
kepada responden penelitian, maka 

peneliti memutuskan untuk melakukan 
penelitian dengan cara online/daring 
melalui website pelayanan PIK 
(permintaan informasi dan komunikasi) 

BPK RI perwakilan Jawa Timur yaitu 
https://jatim-ppid.bpk.go.id/. Berikut ini 
disajikan karakteristik 66 responden 
penelitian. Adapun gambaran umum 

responden sebagai berikut. 
a) Deskripsi Responden Berdasarkan 

Jenis Kelamin 

Tabel Jenis Kelamin Responden 

Jenis 

Kelamin 

Jumlah Presentase 

(%) 

Laki-laki 44 66,7 

Perempuan 22 33,3 

Total 66 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2020 
b) Deskripsi Responden Berdasarkan 

Usia Responden 

Tabel Usia Responden 

Usia 

Responden 

Jumlah Presentase 

(%) 

≤ 25 0 0 

26-35 26 39,39 

36-55 40 60,61 

>55 0 0 

Total 66 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2020 
c) Deskripsi Responden Berdasarkan 

Pendidikan Terakhir 

Tabel Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan 

Terakhir 

Jumlah Presentase 

(%) 

S1 38 57,58 

S2 27 40,91 

S3 1 1,51 

Total 66 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2020 

https://jatim-ppid.bpk.go.id/


 
 

d) Deskripsi Responden Berdasarkan 

Jabatan Pemeriksa  

Tabel 4.7 Jabatan Pemeriksa 

Jabatan 

Responden 

Jumlah Presentase 

Pemeriksa 

Pertama 

19 28,78 

Pemeriksa 

Muda 

39 59,09 

Pemeriksa 

Madya 

7 10,60 

Kepala 

SubAuditorat 

1 1,51 

Total 66 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2020 
e) Deskripsi Responden Berdasarkan 

Lama Bekerja  

Tabel Lama Bekerja  

Lama 

Bekerja 

Jumlah Presentase 

4 tahun 1 1,52 

5-10 tahun 35 53,03 

11-15 tahun 26 39,39 

16-20 tahun 5 7,57 

Total 66 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2020 

f) Deskripsi Responden Berdasarkan 

Tugas Pemeriksaan  

Tabel 4.9 Tugas Pemeriksaan 

Tugas 

Pemeriksaan 

Jumlah Presentase 

Pemeriksaan 
Kinerja 

1 1,52 

Pemeriksaan 

Laporan 

Keuangan 

1 1,52 

Pemeriksaan 

Dengan Tujuan 

Tertentu 

0 0 

Pemeriksaan 

Kinerja, 
Pemeriksaan 

Laporan 

Keuangan 

4 6,06 

Pemeriksaan 

Kinerja, 
Pemeriksaan 

0 0 

Dengan Tujuan 

Tertentu 

Pemeriksaan 

Laporan 

Keuangan, 

Pemeriksaan 

Dengan Tujuan 

Tertentu 

1 1,52 

Pemeriksaan 

Kinerja, 

Pemeriksaan 

Laporan 
Keuangan, 

Pemeriksaan 

Dengan Tujuan 

Tertentu 

59 89,39 

Total 66 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2020 
g) Deskripsi Responden Berdasarkan 

SubAuditorat 

Tabel SubAuditorat 

Jabatan 
Responden 

Jumlah Presentase 

SubAuditorat 

Jawa Timur I 

15 22,72 

SubAuditorat 
Jawa Timur II 

17 25,75 

SubAuditorat 

Jawa Timur III 

14 21,21 

SubAuditorat 
Jawa Timur 1V 

20 30,30 

Total 66 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2020 
h) Deskripsi Responden Berdasarkan 

Rotasi Perwakilan  

Tabel Rotasi Perwakilan 
Jumlah 

Respon 
den 

Rotasi 

Presentase 
Pernah 

Tidak 
Pernah 

66 

Responden 
Pernah  100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2020 
i) Deskripsi Responden Berdasarkan 

Peran (Jabatan Fungsional 

Pemeriksa) Responden  

 

 

 

 



 
 

Tabel Peran (Jabatan Fungsional 

Pemeriksa) Responden 

Peran 

Responden 

Jumlah Presentase 

Pengendali 

Teknis 

3 4,54 

Ketua tim 12 18,18 

Anggota tim 51 77,27 

Total 66 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2020 
Dari hasil deskriptif data umum dapat 
diketahui bahwa seluruh kriteria dalam 
purposive sampling telah terpenuhi untuk 

dilakukannya penelitian. 
2. Deskriptif Data Khusus 

Deskripsi data khusus merupakan analisis 
data yang disajikan dalam penelitian ini 

meliputi harga rerata Mean (M), Modus 
(Mo), Median (Me), dan Standar Deviasi 
(SD). Langkah-langkah yang digunakan 
dalam menyajikan tabel distribusi 

frekuensi diambil dari Sugiyono (2012) 
sebagai berikut. 
Menghitung jumlah kelas interval (rumus 
sturges)  

K = 1 + 3,3 log n 
Keterangan:  
K : Jumlah kelas interval  
n : Jumlah data observasi  

Menentukan rentang data, yaitu data 
terbesar dikurangi data terkecil kemudian 
ditambah 1. Menghitung panjang kelas = 
rentang data dibagi jumlah kelas.  

Deskripsi selanjutnya adalah melakukan 
pengkategorian terhadap nilai masing-
masing indikator. Dari nilai tersebut 
dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan 

Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi 
ideal (SDi). Rumus untuk mencari Mi dan 
SDi adalah: 
1. Mean ideal (Mi) = 1/2 (nilai 

maksimum + nilai minimum)  
2. Standar Deviasi ideal (SDi) = 1/6 

(nilai maksimum – nilai minimum)  
3. Sedangkan untuk mencari kategori 

sebagai berikut:  

• Rendah = < (Mi – SDi) 

• Sedang = (Mi – SDi) s/d (Mi + 

SDi)  

• Tinggi = > (Mi + SDi) 
Tabel Hasil Deskripsi Statistik 

Variabel 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2020 

1. Pencegahan Fraud 

Variabel pencegahan fraud dengan 
pernyataan berjumlah 16 dan indikator 
telah dinyatakan valid. Berdasarkan data 

penelitian yang diolah disajikan tabel 
distribusi frekuensi sebagai berikut. 
Tabel Distribusi Frekuensi Variabel 

Pencegahan Fraud 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2020 
Data variabel pencegahan fraud 
kemudian digolongkan ke dalam kategori 

kecenderungan data variabel pencegahan 
fraud. Kategori kecenderungan data 
variabel pencegahan fraud dapat 
dikategorikan ke dalam tiga kategori 

yaitu tinggi, sedang dan rendah. Hasil 
distribusi kecenderungan data variabel 
pencegahan fraud dapat dilihat dalam 
tabel berikut. 

Tabel Distribusi Frekuensi 

Kecenderungan Variabel Pencegahan 

Fraud 



 
 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2020 
Berdasarkan hasil tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa penilaian responden 
tentang variabel pencegahan fraud adalah 
tinggi karena mayoritas responden 

memberikan penilaian tinggi. Penilaian 
yang tinggi pada pencegahan fraud yang 
dimaksud adalah mayoritas responden 
lebih menganggap pencegahan fraud 

sebagai hal yang penting dan memiliki 
kecenderungan untuk melakukan 
pencegahan fraud yang tinggi pula. 
2. Independensi 

Variabel independensi dengan 
pernyataan berjumlah 10 dan indikator 
telah dinyatakan valid. Berdasarkan data 
penelitian yang diolah disajikan tabel 

distribusi frekuensi sebagai berikut. 
Tabel Distribusi Frekuensi Variabel 

Independensi 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2020 
Data variabel independensi kemudian 
digolongkan ke dalam kategori 
kecenderungan data variabel 

independensi. Kategori kecenderungan 
data variabel independensi dapat 
dikategorikan ke dalam tiga kategori 
yaitu tinggi, sedang dan rendah. Hasil 

distribusi kecenderungan data variabel 
independensi dapat dilihat dalam tabel 
berikut. 
Tabel Distribusi Frekuensi 

Kecenderungan Variabel 

Independensi 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2020 
Berdasarkan hasil tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa penilaian responden 
tentang variabel independensi adalah 

tinggi karena mayoritas responden 
memberikan penilaian tinggi. Penilaian 
yang tinggi pada independensi yang 
dimaksud adalah mayoritas responden 

lebih menganggap independensi sebagai 
hal yang penting dan memiliki 
kecenderungan untuk melakukan 
independensi yang tinggi pula. 

3. Integritas 

Variabel integritas dengan pernyataan 
berjumlah 10 dan indikator telah 
dinyatakan valid. Berdasarkan data 

penelitian yang diolah disajikan tabel 
distribusi frekuensi sebagai berikut. 
Tabel Distribusi Frekuensi Variabel 

Integritas 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2020 
Data variabel integritas kemudian 

digolongkan ke dalam kategori 
kecenderungan data variabel integritas. 
Kategori kecenderungan data variabel 
integritas dapat dikategorikan ke dalam 

tiga kategori yaitu tinggi, sedang dan 
rendah. Hasil distribusi kecenderungan 
data variabel integritas dapat dilihat 
dalam tabel berikut. 

Tabel Distribusi Frekuensi 

Kecenderungan Variabel Integritas 



 
 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2020 
Berdasarkan hasil tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa penilaian responden 

tentang variabel integritas adalah tinggi 
karena mayoritas responden memberikan 
penilaian tinggi. Penilaian yang tinggi 
pada integritas yang dimaksud mayoritas 

responden cenderung kepada sikap 
mementingkan kejujuran dan kebenaran 
atau ketepatan atas tindakan yang 
dilakukan. 

4. Profesionalisme 

Variabel profesionalisme dengan 
pernyataan berjumlah 10 dan indikator 
telah dinyatakan valid. Berdasarkan data 

penelitian yang diolah disajikan tabel 
distribusi frekuensi sebagai berikut. 
Tabel 4.20. Distribusi Frekuensi 

Variabel Profesionalisme 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2020. 
Data variabel profesionalisme kemudian 

digolongkan ke dalam kategori 
kecenderungan data variabel 
profesionalisme. Kategorikecenderungan 
data variabel profesionalisme dapat 

dikategorikan ke dalam tiga kategori 
yaitu tinggi, sedang dan rendah. Hasil 
distribusi kecenderungan data variabel 
profesionalisme dapat dilihat dalam tabel 

berikut. 
Tabel Distribusi Frekuensi 

Kecenderungan Variabel 

Profesionalisme 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2020 
Berdasarkan hasil tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa penilaian responden 

tentang variabel profesionalisme adalah 
tinggi karena mayoritas responden 
memberikan penilaian tinggi. Penilaian 
yang tinggi pada profesionalisme yang 

dimaksud mayoritas responden 
cenderung bersifat idealis yakni 
cenderung patuh pada aturan dan nilai 
yang berlaku tanpa sedikit pun keluar dari 

nilai tersebut. 
3.Analisis Data Kuantitatif  

a) Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas Data 

Dalam penelitian ini pengujian 
normalitas dilakukan menggunakan alat 
uji Kolmogorov-Smirnov dengan nilai 
residu atas persamaan model regresi yang 

digunakan dalam penelitian. Hasil uji 
normalitas dapat dilihat dalam tabel 
berikut ini. 
Tabel Uji Normalitas Data 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2020 

Hasil uji normalitas seperti tersaji pada 
tabel menunjukkan bahwa data penelitian 
telah terdistribusi normal yang dibuktikan 
dengan nilai asymp.sig. Berdasarkan 

tabel di atas, dapat diketahui nilai 
asymp.sig untuk semua data variabel dan 
nilai residual lebih besar dari 0,05, maka 
dapat disimpulkan data berdistribusi 

normal. 
2. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinieritas digunakan untuk 
menunjukkan ada tidaknya hubungan 

linier di antara variabel-variabel 



 
 

independen dalam model regresi. 

Pengujian ini dilakukan dengan 
menggunakan tolerance value dan 
variance inflation factor (VIF).  
Tabel Uji Multikolinieritas 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2020 

Dari tabel di atas diketahui bahwa 
variabel-variabel yang independen yang 
digunakan dalam penelitian ini 
seluruhnya memiliki tolerance value > 

0,01 atau VIF < 10. Hal ini merupakan 
gambaran bahwa tidak terjadi 
multikolenieritas. 
3. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini, uji yang 
digunakan untuk mendeteksi adanya 
heteroskedastisitas dalam model regresi 
menggunakan metode glejser. Kriteria 

pengujiannya adalah probability value > 
0,05. Pada penelitian ini menggukan 
metode glejser. Hasil pengujian 
heteroskedastisitas dapat dilihat pada 

tabel berikut. 
Tabel Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2020 
Dari tabel di atas diketahui bahwa 
variabel-variabel yang independen yang 

digunakan dalam penelitian ini 
seluruhnya memiliki  probability value > 
0,05. Hal ini merupakan gambaran bahwa 
tidak terjadi heteroskidastisitas pada 

persamaan regresi. 
b) Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan perhitungan regresi linier 

berganda yang ditunjukkan tabel 4.25 
berikut: 

Tabel 4.25 Hasil Perhitungan Hipotesis 

Sumber: Data primer yang diolah, 2020 

Persamaan garis regresi adalah seperti 
berikut: Y = 7,150+ 0,997X1 + 0,006X2  + 
0,365X3  

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, 
maka dapat dilihat bahwa Nilai koefisien 
X1 sebesar 0,997 yang berarti 

independensi meningkat 1 poin maka 
pencegahan fraud akan naik sebesar 
0,997 satuan dengan asumsi X2, dan X3 
tetap. Nilai koefisien X2 sebesar 0,006 

yang berarti integritas meningkat 1 poin 
maka pencegahan fraud akan naik 
sebesar 0,006 satuan dengan asumsi X1, 
dan X3 tetap. Nilai koefisien X3 sebesar 

0,365 yang berarti profesionalisme 
meningkat 1 poin maka pencegahan fraud 
akan naik sebesar 0,365 satuan dengan 
asumsi X1, dan X2 tetap. Dengan Nilai 

korelasi regresi (R) antara integritas, 
independensi, profesionalisme terhadap 
pencegahan fraud sebesar 0,619.  

1. Hipotesis 1 

H1: Independensi berpengaruh positif 
dalam pencegahan fraud auditor. 

Koefisien regresi X1 sebesar 0,997 
menyatakan bahwa setiap kenaikan 
independensi sebesar 1 satuan akan 
meningkatkan pencegahan fraud 

sebesar 0,997 satuan. Hal ini berarti 

Variable Koefisien Regresi 

Kostanta 7,150 

Independensi 0,997 

Integritas 0,006 

Profesionalisme 
0,365 

R 0.619 

adjusted R 
Square 

0,353 

F Hitung 12,808 

Sig 0.000 



 
 

arah model tersebut adalah positif. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai korelasi 
regresi (r) yang bernilai positif antara 
independensi dan pencegahan fraud 
sebesar 0,997. Hal ini berarti arah 

model tersebut adalah positif, maka 
semakin tinggi independensi maka 
semakin tinggi pencegahan fraud pada 
auditor.  

Independensi terhadap 
pencegahan fraud diperoleh nilai t 
hitung sebesar 6,073 dan nilai t tabel 
sebesar 1.99656. Hasil ini 

menunjukkan bahwa  t hitung lebih 
besar daripada t tabel, hal ini berarti 
terdapat pengaruh independensi 
terhadap pencegahan fraud. Uji t 

untuk variabel independensi 
menghasilkan nilai signifikansi 0,000 
yang berarti lebih kecil dari nilai 0,05, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel pencegahan fraud 
dipengaruhi oleh variabel 
independensi. Sehingga hipotesis 
pertama yang menyatakan bahwa 

independensi berpengaruh secara 
positif terhadap pencegahan fraud 
diterima. Temuan tersebut konsisten 
dengan penelitian Windasari (2016) 

dan Ramadhaniyati (2014) yang 
menyatakan bahwa independensi 
auditor berpengaruh positif dalam 
mencegah kecurangan. Zhou (2012) 

menyatakan bahwa independensi 
berpengaruh terhadap pencegahan 
kecurangan. Seorang auditor yang 
profesional harus memiliki 

independensi untuk memenuhi 
kewajiban profesionalismenya. Jika 
seorang auditor bersikap independen, 
maka auditor akan memberi penilaian 

audit yang dilakukan, tanpa memiliki 
beban apa pun terhadap pihak mana 
pun sehingga terhindar dari konflik 
kepentingan yang berisiko 
menimbulkan fraud. 

2. Hipotesis 2 

H2: Integritas berpengaruh positif 

terhadap pencegahan fraud auditor 
Koefisien regresi X2 sebesar 0,006 
menyatakan bahwa setiap kenaikan 
integritas sebesar 1 satuan akan 

meningkatkan pencegahan fraud 
sebesar 0,006 satuan. Hal ini berarti 
arah model tersebut adalah positif. Hal 
ini dapat dilihat dari nilai korelasi 

regresi (r) yang bernilai positif antara 
integritas dan pencegahan fraud 
sebesar 0,006. Hal ini berarti arah 
model tersebut adalah positif, maka 

semakin tinggi integritas maka 
semakin tinggi pencegahan fraud pada 
auditor. 

Integritas terhadap pencegahan 

fraud diperoleh nilai t hitung sebesar 
3.256 dan nilai t tabel sebesar 1.99656. 
Hasil ini menunjukkan bahwa  t hitung 
lebih besar daripada t tabel, hal ini 

berarti terdapat pengaruh integritas 
terhadap pencegahan fraud. Uji t 
untuk variabel integritas menghasilkan 
nilai signifikansi 0,002 yang berarti 

lebih kecil dari nilai 0,05, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa variabel 
pencegahan fraud dipengaruhi oleh 
variabel integritas. Sehingga hipotesis 

kedua yang menyatakan bahwa 
integritas berpengaruh secara positif 
terhadap pencegahan fraud diterima. 
Hasil ini senada dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penelitian 
Wulandari dan Nuryatno (2018) 
menyatakan integritas berpengaruh 
positif terhadap pencegahan 

kecurangan yang berarti seorang 
auditor yang memiliki integritas yang 
tinggi, auditor menjaga kepercayaan 
publik, sifat jujur, kerja keras, serta 

kompetensi yang memadai, maka akan 
berpengaruh positif terhadap 
pencegahan fraud. 

3. Hipotesis 3 

H3: Profesionalisme berpengaruh 

positif terhadap pencegahan fraud 
auditor 



 
 

Koefisien regresi X3 sebesar 0,365 

menyatakan bahwa setiap kenaikan 
profesionalisme sebesar 1 satuan akan 
meningkatkan pencegahan fraud 
sebesar 0,365 satuan. Hal ini berarti 

arah model tersebut adalah positif. Hal 
ini dapat dilihat dari nilai korelasi 
regresi (r) yang bernilai positif antara 
profesionalisme dan pencegahan fraud 

sebesar 0,365. Hal ini berarti arah 
model tersebut adalah positif, maka 
semakin tinggi profesionalisme maka 
semakin tinggi pencegahan fraud pada 

auditor. 
Hasil analisis regresi linier 

sederhana antara integritas terhadap 
pencegahan fraud diperoleh nilai t 

hitung sebesar 4,672 dan nilai t tabel 
sebesar 1.99656. Hasil ini 
menunjukkan bahwa  t hitung lebih 
besar daripada t tabel, hal ini berarti 

terdapat pengaruh profesionalisme 
terhadap pencegahan fraud. Uji t 
untuk variabel integritas menghasilkan 
nilai signifikansi 0,000 yang berarti 

lebih kecil dari nilai 0,05, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa variabel 
pencegahan fraud dipengaruhi oleh 
variabel profesionalisme. Sehingga 

hipotesis ketiga yang menyatakan 
bahwa profesionalisme berpengaruh 
secara positif terhadap pencegahan 
fraud diterima. Windasari (2016) 

mengungkapkan bahwa 
profesionalisme auditor berpengaruh 
positif dalam mencegah fraud. Zhou 
(2012) mengungkapkan bahwa 

profesionalisme berpengaruh dalam 
mencegah kecurangan. 
Profesionalisme seorang auditor 
sangat dibutuhkan dalam mencegah 

kecurangan, karena semakin tinggi 
profesionalisme seorang auditor maka 
kebebasan auditor akan semakin 
terjamin. Auditor yang profesional 
akan mengungkapkan kecurangan 

apabila menemukan adanya tindak 

kecurangan, sehingga tindakan 

kecurangan dapat dicegah. 
4. Hipotesis 4 

H4: independensi, integritas, dan 
profesionalisme secara simultan 

berpengaruh terhadap pencegahan 
fraud 

Koefisien Determinasi berdasarkan 
hasil penelitian diperoleh Nilai 

adjusted R square sebesar 0,353 hal 
ini menunjukkan 35,3% pencegahan 
fraud dipengaruhi oleh integritas, 
independensi, dan profesionalisme 

secara simultan, sedangkan sisanya 
sebesar 64,7% dipengaruhi oleh 
variabel lain di luar penelitian ini.  

Hasil Uji F Hasil penelitian ini 

diperoleh nilai F hitung sebesar 12,808 
dan nilai F tabel sebesar 1.40. Hasil ini 
menunjukkan nilai F hitung lebih 
besar dari F tabel maka dapat 

dinyatakan bahwa independensi, 
integritas, dan profesionalisme 
berpengaruh secara simultan terhadap 
pencegahan fraud. Nilai probabilitas 

signifikan sebesar 0,000 yang berarti 
lebih kecil dari nilai 0,05, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa variabel 
pencegahan fraud dipengaruhi oleh 

variabel  independensi, integritas, dan 
profesionalisme. Sehingga hipotesis 
keempat yang menyatakan bahwa 
independensi, integritas, dan 

profesionalisme secara simultan 
berpengaruh terhadap pencegahan 
fraud diterima. Variabel independensi, 
integritas, dan profesionalisme 

terbukti sebagai variabel yang 
mempengaruhi pencegahan fraud, 
dengan adanya independensi, 
integritas, dan profesionalisme yang 

baik maka pencegahan fraud akan 
terlaksana dengan baik. 

4. Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian ini 
dikumpulkan dengan melakukan 

wawancara semi terstruktur kepada 
responden yang menyatakan 



 
 

kesediaannya untuk dijadikan informan 

dalam sesi wawancara.  
a) Prosedur Pemilihan Responden  

Braun dan Clarke (2006) menyatakan 
bahwa menentukan sampel penelitian 

kualitatif kasus-kasus extream dan 
sebaran data outlier dengan kriteria-
kriteria yang harus dipertimbangkan. 
Kriteria tersebut di antaranya meliputi 

responden mengisi formulir kesediaan 
untuk diwawancarai atau setuju untuk 
melakukan sesi wawancara berdasarkan 
jabatan responden, dan pengalaman 

responden dalam organisasi. Penentuan 
kriteria tersebut guna untuk memperoleh 
informasi yang relevan. Berikut 
ditampilkan hasil sebaran responden 

penelitian: 
Gambar Grafik Data Responden 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2020 

Berdasarkan gambar grafik data 
responden, ditentukan 6 

partisipan/informan yang dapat dijadikan 
informan penelitian dalam proses 
wawancara. namun dalam 
pelaksanaannya wawancara hanya dapat 

dilakukan kepada 4 partisipan, hal 
tersebut terjadi karena terbatasnya waktu 
penelitian dan kesibukan partisipan 
dalam melaksanakan tugasnya. 

b) Metode Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wawancara semi 
terstruktur. Wawancara dilaksanakan 
melalui telepon kepada para 

partisipan/narasumber. Wawancara ini 
bertujuan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian terkait bagaimana pelaksanaan 

penerapan kode etik pada auditor BPK 
(studi pada auditor BPK RI perwakilan 
Jawa Timur). Adapun data partisipan 
wawancara dapat dilihat pada tabel 4.29 

berikut ini.  
Tabel Data Partisipan Wawancara 

No 
Kode 

Partisipan 
Jabatan 

1 P1 Ketua Tim 

Senior/Pemeriksa 
Madya 

2 P2 Anggota Tim 

Senior/Pemeriksa 
Muda 

3 P3 Anggota 

Tim/Pemeriksa Muda 

4 P4 Anggota 

Tim/Pemeriksa Muda 

Sumber: Data primer yang diolah, 2020 
c) Analisis Tematik  

Creswell (2014) menyatakan bahwa 
metode yang sering digunakan dalam 

menganalisis ataupun 
menginterpretasikan data kualitatif 
adalah dengan mengumpulkan data yang 
diperoleh dari hasil wawancara dan 

selanjutnya menganalisis data tersebut 
berdasarkan tema atau perspektif-
perspektif tertentu yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Untuk mengelola data hasil 

wawancara dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan analisis tematik. Braun dan 
Clarke (2006) menjelaskan bahwa 
analisis tematik adalah suatu metode 

yang digunakan untuk menganalisa, 
mengidentifikasi, dan melaporkan tema-
tema yang terpola dalam data kualitatif. 
Pola atau tema yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah teori atribusi, teori 
atribusi yang dikemukakan dalam 
penelitian ini, adalah pertama, teori 
atribusi Fritz Heider (1958) yaitu native 

theory of action . Kedua, Jones dan Davis 
(1965) yaitu teori inferensi terkait 
(correspondence inference), dan tindakan 
pencegahan fraud yang terdiri atas 
prevention deterrence, disruption, 

identification, dan prosecution. Berikut 



 
 

ini penjelasan dari beberapa partisipan 

terkait argumen yang menjelaskan 
hipotesis penelitian diterima. keberadaan 
teori atribusi dan faktor-faktor yang 
menggambarkan pelaksanaan kode etik di 

BPK dalam pencegahaan fraud, serta 
mengapa fraud masih terjadi.  
5. Teori Atribusi 

Dalam upaya untuk mengumpulkan 

informasi mengenai teori atribusi untuk 
tujuan mengetahui peran kode etik BPK 
terhadap pencegahan fraud, 
penggambaran pada kerangka kerja 

konseptual yang digunakan orang untuk 
menafsirkan, menjelaskan, dan 
meramalkan tingkah laku seseorang. Hal 
tersebut akan dijelaskan lebih mendalam 

sebagai berikut. 
a) Native Theory Of Action  
Teori ini mengungkapkan ada dua 
sumber atribusi tingkah laku: (1). 

Atribusi internal atau atribusi 
disposisional. (2). Atribusi eksternal atau 
atribusi lingkungan. Pada atribusi internal 
kita menyimpulkan bahwa tingkah laku 

seseorang disebabkan oleh sifat-sifat atau 
disposisi (unsur psikologis yang 
mendahului tingkah laku).  
1. Atribusi eksternal atau atribusi 

lingkungan  

Pada atribusi eksternal peneliti 
menyimpulkan bahwa tingkah laku 
seseorang disebabkan oleh situasi tempat 

atau lingkungan orang itu berada. Pada 
pelaksanaan penerapan kode etik BPK 
untuk pencegahan fraud, tindakan auditor 
dalam melakukan pemeriksaan salah 

satunya dipengaruhi oleh atribusi 
eksternal dimana tindakan auditor 
disebabkan atas situasi instansi yaitu 
program serta peraturan-peraturan yang 

ada di BPK. Peraturan-peraturan tersebut 
yaitu: UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang 
BPK, Standar Pemeriksaan Keuangan 
Negara (SPKN), Pedoman Manajemen 
Pemeriksaan (PMP), Peraturan BPK 

tentang Kode Etik, dan Peraturan BPK 

tentang Majelis Kehormatan Kode Etik 

(MKKE). 
Program dan kegiatan di BPK sebagai 

pelaksanakan penerapan kode etik BPK 
juga menggambarkan bagaimana 

independensi, integritas, dan 
profesionalisme auditor BPK terbentuk di 
dalam organisasi untuk pencegahan 
fraud. 

a. Independensi Terhadap 

Pencegahan Fraud 

Variabel independensi berpengaruh 
secara positif terhadap pencegahan fraud 

diterima. hasil ini berarti bahwa 
independensi dapat mencegah terjadinya 
tindakan kecurangan yang dilakukan oleh 
auditor, pengaruh positif tersebut 

menandakan semakin tinggi 
independensi semakin tinggi pencegahan 
tindak kecurangan auditor. 

Adapun dari hasil wawancara yang 

menunjukkan independensi auditor tinggi 
adalah auditor berhak mengajukan 
penolakan pemeriksaan yang ditugaskan 
oleh kepala subauditorat jika terdapat 

kerabat atau saudara yang bekerja pada 
entitas yang diperiksa sebelum 
melakukan pemeriksaan, dan memiliki 
kewajiban untuk melaporkan seluruh 

kegiatan pemeriksaan setelah tugas 
pemeriksaan selesai, sebagai bentuk 
auditor tidak memihak kepada siapapun 
dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. 

Penolakan terhadap penugasan 
pemeriksaan diajukan oleh auditor 
sebelum penugasan pemeriksaan entitas 
dilaksanakan,  

Lalu diketahui bahwa dalam pelaksaan 
pemeriksaan kepala subauditorat akan 
mengumpulkan semua auditor pemeriksa 
lalu diadakan rapat, dalam rapat tersebut 

akan diidentifikasi dan disampaikan 
seluruh tugas pemeriksaan, pembagian 
tim, dan entitas yang diperiksa serta 
disampaikan hambatan atau kendala 
auditor pemeriksa. Dengan adanya 

pelaporan dan penyampaian hambatan 
yang dilakukan auditor dapat menjaga 



 
 

independensi auditor pemeriksa untuk 

menghindarkan diri dari tindakan 
kecurangan serta berhasil 
mengidentifikasi kegiatan yang berisiko 
tinggi untuk pencegahan fraud pada 

auditor. Serta auditor memiliki kewajiban 
melaporkan seluruh kegiatan 
pemeriksaan setelah tugas pemeriksaan 
selesai yakni berupa Laporan Akhir 

Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan 
(LAPPL). Dalam LAPPL untuk 
mempertahankan independensi auditor 
setiap pegawai BPK wajib melaporkan 

penerimaan, pemberian, penolakan, dan 
permintaan gratifikasi. Dengan adanya 
LAPPL akan menjaga independensi 
auditor dan lebih mudah dalam 

melakukan pencegahan fraud karena 
pemeriksa akan selalu diwajibkan untuk 
melaporkan setiap gratifikasi yang 
mungkin diterima selama melakukan 

pemeriksaan sehingga independensinya 
tetap terjaga serta ruang gerak pemeriksa 
untuk melakukan fraud menjadi terbatas. 
b. Integritas Terhadap Pencegahan 

Fraud 

Variabel Integritas berpengaruh secara 
positif terhadap pencegahan fraud 
diterima. Hal tersebut menjelaskan 

integritas dapat mencegah terjadinya 
tindakan kecurangan yang dilakukan oleh 
auditor, pengaruh positif tersebut 
menandakan semakin tinggi integritas 

semakin tinggi fraud dapat dicegah. 
Hasil wawancara yang mendukung 

hipotesis terkait integritas berpengaruh 
terhadap pencegahan fraud. Auditor 

diwajibkan membuat pakta integritas 
sebelum melakukan pemeriksaan. Pakta 
integritas berisi tentang menaati kode etik 
BPK berdasarkan dengan aturan kode 

etik yang telah ditetapkan. 
Dengan adanya proses pembuatan 

pakta integritas ini bisa mencegah 
terjadinya fraud dalam proses 
pemeriksaan karena dengan adanya pakta 

integritas ini, auditor pemeriksa di 
lingkungan BPK berjanji menjaga 

integritasnya dalam memeriksa dan 

melakukan pemeriksaan sesuai dengan 
standar atau pedoman yang telah 
ditetapkan sehingga dapat menekan 
terjadinya fraud dalam proses 

pemeriksaan. 
c. Profesionalisme Terhadap 

Pencegahan Fraud 

Variabel profesionalisme berpengaruh 

secara positif terhadap pencegahan fraud 
diterima. hasil ini menyatakan bahwa 
profesionalisme dapat mencegah 
terjadinya tindakan kecurangan yang 

dilakukan oleh auditor, pengaruh positif 
tersebut menandakan semakin tinggi 
profesionalisme semakin tinggi 
pencegahan tindak kecurangan auditor. 

Kegiatan yang menggambarkan 
profesionalisme tinggi yaitu adanya 
kegiatan monitoring dan evaluasi atas 
pelaksanaan prosedur pemeriksaan 

terhadap tingkat kepatuhan pemeriksaan 
auditor BPK menjadi tanggung jawab 
pengendali teknis ataupun 
penanggungjawab dari upaya untuk 

melakukan pencegahan fraud di BPK.  
Berdasarkan hasil wawancara terdapat 

program dan kegiatan yang dilaksanakan 
di BPK dalam pelaksanaan kode etik 

auditor pemeriksa dapat dikelompok 
menjadi tindakan prevention deterrence, 
disruption, identification, dan 
prosecution yang menggambarkan 

peranan kode etik di BPK dalam 
pencegahaan fraud. 
6. Gambaran Peranan Kode Etik di 

BPK dalam Pencegahaan Fraud. 

1. Prevention  

Prevention ialah mencegah terjadinya 
fraud secara nyata pada semua lini 
organisasi. Instansi BPK dalam tahap 

prevention melaksanakan program yaitu 
dengan cara melaksanakan sosialisasi 
tentang pencegahan fraud, dan diklat 
fungsional pemeriksa. 
a. Sosialisasi Pencegahan Fraud.  

Sosialisasi pencegahan fraud yang 
diberikan berkaitan dengan kode etik 



 
 

BPK. Sosialisasi biasanya dilakukan pada 

awal tahun oleh Itama Sosialisasi terkait 
pencegahan fraud dilaksanakan oleh 
Itama, khususnya oleh Inspektorat 
Penegakan Integritas. Sosialisasi 

dilaksanakan sebagaimana jadwal yang 
telah ditentukan oleh Itama lalu kantor 
BPK RI perwakilan menyesuaikan jadwal 
yang telah di tentukan tersebut. Pemberi 

materi sosialisasi tentang kode etik BPK 
atau independensi, integritas, dan 
profesionalisme (IIP) disampaikan oleh 
Itama.  

Dengan dilakukan sosialisasi 
bertujuan memahamkan kembali penting 
independensi, integritas, dan 
profesionalisme auditor dalam 

melakukan pemeriksaan, auditor dalam 
melakukan pemeriksaan dituntut 
menjunjung tinggi independensi, 
integritas dan profesionalisme serta taat 

pada peraturan yang berlaku agar 
terhindar dari tindakan kecurangan. 
b. Diklat Fungsional Pemeriksa  

Diklat yang dilaksanakan seperti 

diklat anggota tim junior, anggota tim 
senior, ketua tim senior, atau diklat 
pemeriksa muda, pemeriksa pratama, 
pemeriksa madya, dalam diklat terdapat 

materi tentang tentang etika (kode 
etik).Tidak hanya Itama, para pimpinan 
BPK juga memberikan pengarahan 
kepada tim pemeriksa yang akan turun 

melaksanakan pemeriksaan di lapangan 
untuk selalu menjaga kode etik BPK 
Pelaksanaan sering dilakukannya 
pengarahan dari pimpinan perwakilan 

BPK seperti me-refresh kembali aturan 
kode etik yang berlaku dan pentingnya 
IIP selama melaksanakan pemeriksaan. 
Auditor menjadi lebih memahami akan 

apa yang harus dilakukan dalam 
pemeriksaan dan aturan yang berlaku 
selama pemeriksaan. 
2. Deterrence  

Deterrence ialah menangkal pelaku 

potensial bahkan tindakan untuk yang 
bersifat coba-coba. Penerapan kode etik 

BPK sangat terlihat pada tahap deterrence 

karena Instansi BPK dalam tahap 
deterrence mewajibkan seluruh auditor 
membuat pakta integritas, monitoring dan 
evaluasi atas pelaksanaan prosedur 

pemeriksaan, dan pelaporan setelah 
pemeriksaan berupa Laporan Akhir 
Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan 
(LAPPL) untuk mengindarkan dari tindak 

kecurangan. 
a. Pakta integritas 

Pakta integritas adalah pernyataan atau 
janji kepada diri sendiri tentang 

komitmen melaksanakan seluruh tugas, 
fungsi, tanggung jawab, wewenang dan 
peran sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan kesanggupan 

untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, 
dan nepotisme. Surat pernyataan 
integritas atau pakta integritas dibuat 
auditor pemeriksa sebelum melakukan 

pemeriksaan, pakta integritas berisi 
tentang menaati kode etik BPK 
berdasarkan dengan aturan kode etik 
yang telah ditetapkan,  

Pakta integritas sebagai penjaga 
integritas auditor untuk berjanji berbuat 
jujur, manaati peraturan, dan tidak 
melakukan tindakan kecurangan. Dengan 

demikian interitas auditor terjaga dan 
terhindar dari tindakan kecurangan. 
b. Monitoring dan Evaluasi atas 

Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan  

Selama melakukan pemeriksaan terdapat 
kegiatan supervisi yang dilakukan oleh 
pengendali teknis maupun dari 
penanggung jawab yakni monitoring dan 

evaluasi atas pelaksanaan prosedur 
pemeriksaan  

Monitoring dan evaluasi atas 
pelaksanaan prosedur pemeriksaan 

dilaksanakan sebagai bentuk tanggung 
jawab pengedali teknis atau penanggung 
jawab pemberi tugas dalam pelaksanaan 
pemeriksaan dan penegakan kode etik 
auditor pemeriksan selama menjalankan 

tugasnya. 



 
 

c. Laporan Akhir Pelaksanaan 

Pemeriksaan Lapangan (LAPPL) 

Laporan Akhir Pelaksanaan Pemeriksaan 
Lapangan (LAPPL) dibuat di akhir 
pemeriksaan, Laporan Akhir Pelaksanaan 

Pemeriksaan Lapangan (LAPPL) dibuat 
oleh ketua tim yang berisi tentang jangka 
waktu pemeriksaan, tempat menginap, 
perkembangan pemeriksaan, hambatan 

yang dihadapi tim, fasilitas yang diterima 
tim, penilaian, temuan pemeriksaan dan 
pertanggungjawaban keuangan. Laporan 
ini disampaikan kepada kepala 

perwakilan. Laporan Akhir Pelaksanaan 
Pemeriksaan Lapangan (LAPPL) sebagai 
bentuk tanggung jawab tim pemeriksa 
atas pelaksaan pemeriksaan, semua 

dicatat dan dilaporkan kepada kepala 
perwakilan. 
3. Disruption  

Disruption adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk mempersulit gerak 
langkah pelaku yang akan melakukan 
fraud sejauh mungkin. Dalam 
pelaksanaannya di lingkungan BPK, 

disruption dilakukan dengan penerapan 
WBS dan PPG, serta pelaporan LHKPN 
dan LHKASN. 
a. Whistle Blowing System.  

Whistle blowing system adalah sarana 
yang disediakan oleh BPK untuk 
melaporkan setiap dugaan pelanggaran 
Kode Etik BPK dan/atau disiplin pegawai 

yang terjadi di lingkungan BPK. Dengan 
diterapkannya WBS maka setiap pegawai 
di lingkungan BPK yang melihat atau 
mengetahui adanya pelanggaran Kode 

Etik BPK dan/atau disiplin pegawai wajib 
menyampaikan pengaduan ke satgas. 
Adapun tampilan aplikasi WBS tersebut 
dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 
 
 
 

 

Gambar 4.2 Tampilan aplikasi WBS 

Dengan adanya aplikasi ini, whistle 

blower dari entitas yang diperiksa oleh 
BPK ataupun dari luar organisasi BPK 
juga dapat melaporkan pengaduan. 
Dengan adanya WBS lebih mudah dalam 

melakukan pencegahan fraud karena 
akan mempersulit ruang gerak pemeriksa 
yang akan melakukan fraud dalam proses 
pemeriksaan. Pemeriksa akan merasa 

diawasi dan khawatir apabila dilaporkan 
terkait dugaan fraud selama dia 
melaksanakan pemeriksaan sehingga 
pemeriksa akan mengurungkan niatnya 

untuk melakukan fraud. 
b. Program pengendalian gratifikasi 

Program pengendalian gratifikasi (PPG) 
adalah suatu rangkaian kegiatan 

pengendalian gratifikasi melalui 
sosialisasi, implementasi sistem 
pengendalian gratifikasi, serta 
monitoring dan evaluasi yang bertujuan 

untuk meningkatkan pemahaman dan 
kesadaran pelaporan gratifikasi, 
membentuk lingkungan 
instansi/organisasi yang sadar dan 

terkendali dalam penanganan gratifikasi, 
dan memperoleh pelaporan atas 
penerimaan gratifikasi. 

Pegawai BPK yang tidak melaporkan 

gratifikasi yang terkait dengan kedinasan 
akan dikenai sanksi pelanggaran kode 
etik sesuai dengan Peraturan BPK tentang 
kode etik BPK. Dengan adanya PPG 

menjaga independensi auditor karena 
setiap penerimaan yang diterima auditor 
BPK mendapatkan pengawasan yang 
ditetapkan dan peraturan yang harus 

dipatuhi agar tidak terkenanya sanksi atas 
penerimaan tersebut. 
c. Pelaporan LHKPN dan LHKASN. 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara (LHKPN) adalah laporan dalam 
bentuk cetak dan atau/bentuk lainnya 
tentang uraian dan rincian informasi 
mengenai harta kekayaan, data pribadi, 
termasuk penghasilan, pengeluaran, dan 

data lainnya atas harta kekayaan 
penyelenggara negara. Penyampaian 



 
 

LHKPN dilakukan selama penyelenggara 

negara menjabat dilaporkan di setiap 
semester. 

Laporan Harta Kekayaan Aparatur 
Sipil Negara (LHKASN) adalah daftar 

seluruh kekayaan aparatur sipil negara 
beserta pasangan dan anak yang masih 
dalam tanggungan yang dituangkan 
dalam formulir LHKASN yang 

ditetapkan Kementerian PAN dan RB. 
LHKASN wajib dilaporkan oleh seluruh 
pegawai BPK yang tidak menjadi wajib 
lapor LHKPN. Itama bertugas untuk 

melakukan pengawasan dan monitoring 
terhadap tingkat kepatuhan Wajib Lapor 
LHKPN dan LHKASN di lingkungan 
BPK. Pelaporan LHKPN dan LHKASN 

juga merupakan bagian dari upaya untuk 
melakukan pencegahan fraud di BPK  

Diwajibkannya pelaporan LHKPN 
bagi seluruh pemeriksa di lingkungan 

BPK dapat menjaga independensi auditor 
serta membatasi ruang gerak pemeriksa 
yang akan melakukan fraud karena 
mereka akan diwajibkan melaporkan 

harta kekayaannya setiap tahun dan atas 
laporan harta kekayaan tersebut dapat 
diperiksa apabila ditemukan adanya 
indikasi ketidakwajaran. 

4. Identification  

Identification adalah kegiatan yang 
dilakukan ialah mengidentifikasi 
kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan 

pengendalian. Dengan melakukan 
kegiatan yakni membuat surat pernyataan 
gangguan independensi pemeriksa jika 
terdapat gangguan independensi, surat 

tersebut dibuat berdasarkan Pedoman 
Manajemen Pemeriksaan (PMP) untuk 
selalu memastikan pelaksanaan 
pemeriksaan telah sesuai dengan 

prosedur serta bebas dari konflik 
kepentingan, agar independensi, 
integritas, serta profesionalisme auditor 
tetap terjaga,  Dengan pelaksanaan ini 
diharapkan dapat mengidentifikasi area 

mana saja dalam proses pemeriksaan 
yang memiliki risiko terjadinya fraud dan 

berhasil mengidentifikasi kegiatan yang 

berisiko tinggi dan adanya kelemahan 
pengendalian.  
5. Prosecution  

Prosecution adalah kegiatan untuk 

melakukan penuntutan dan penjatuhan 
sanksi yang setimpal atas perbuatan fraud 
kepada pelakunya. Prosecution 
dilaksanakan oleh Itama dengan 

menyelenggarakan administrasi 
kepaniteraan Majelis Kehormatan Kode 
Etik (MKKE). Untuk sanksi yang 
diberikan kepada pelanggar kode etik 

diputuskan oleh Majelis Kehormatan 
Kode Etik (MKKE), Pelanggaran yang 
terjadi apabila telah terkumpul bukti-
bukti yang memadai menyatakan 

seseorang telah melakukan 
pelanggaran/fraud maka akan diserahkan 
kepada inspektorat utama, untuk 
dilakukannya pemberkasan, lalu diproses 

di inspektorat utama selanjutnya akan 
dikenakan sanksi oleh Majelis 
Kehormatan Kode Etik (MKKE).  
a. Administrasi Kepaniteraan MKKE. 

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 5 
tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan 
Kode Etik (MKKE) BPK, penegakan 
kode etik di lingkungan BPK 

dilaksanakan oleh MKKE. MKKE 
merupakan alat kelengkapan BPK yang 
dalam menjalankan tugasnya bersifat 
independen. MKKE beranggotakan 5 

orang yang terdiri dari 2 orang anggota 
BPK, 2 orang dari unsur akademisi, dan 1 
orang dari unsur profesi. Terkait dengan 
pemberian sanksi kepada pelanggar kode 

etik, setelah dilakukan pemberkasan, 
serta diproses oleh inspektorat utama 
maka penetapan sanksi kepada 
pelanggaran kode etik, dilakukan oleh 

majelis kehormatan kode etik (MKKE). 
Adapun dalam melaksanakan 

fungsinya untuk menegakkan kode etik, 
peraturan BPK Nomor 5 tahun 2018 
tentang Majelis Kehormatan Kode Etik 

(MKKE) BPK RI. MKKE mempunyai 
tugas melakukan pemeriksaan atas 



 
 

dugaan pelanggaran kode etik. Dalam 

melaksanakan tugasnya, MKKE 
berwenang untuk:  
1) membentuk tim kode etik;  
2) memanggil dan meminta keterangan 

dan/atau data kepada pelapor, terlapor, 
dan saksi;  

3) memutuskan ada atau tidak adanya 
pelanggaran kode etik yang 

selanjutnya disahkan dalam sidang 
BPK; dan menetapkan jenis sanksi 
kode etik. 
Pemeriksa BPK yang terbukti 

melanggar kode etik akan dikenai sanksi, 
mulai dari yang sifatnya ringan berupa 
teguran tertulis, sifatnya sedang berupa 
larangan memeriksa selama 2 tahun, dan 

sanksi yang sifatnya berat, seperti 
pemberhentian tetap sebagai pemeriksa.  
2. Atribusi Internal 

Adapun terkait atribusi internal 

(dispositional attributions) seperti sikap, 
sifat-sifat tertentu ataupun aspek-aspek 
internal yang lain disampaikan dengan 
adanya komunikasi antara auditor 

pemeriksa dengan penanggung jawab 
pemeriksa. 

Terdapat komunikanikasi yang selalu 
dilakukan auditor pada saat pelaksaan 

pemeriksaan, komunikasi ini 
menggambarkan sikap integritas, 
independensi dan profesionalisme auditor 
dalam melaksanakan tugas. Komunikasi 

tersebut atas dasar muncul dari dalam diri 
auditor untuk mencegah adanya fraud 
dalam pelaksanaan pemeriksaan entitas. 
Setiap program dan peraturan telah 

ditetapkan namun auditor tidak dapat 
mengendalikan diri untuk menegakkan 
independensi, integritas serta 
profesionalisme maka fraud akan terjadi. 

Selanjutnya dijelaskan pada teori atribusi 
(Jones dan Davis, 1965) correspondence 
inference yang menjelaskan berdasarkan 
non common effect, freely choosen act, 
dan low social desirability membahas 

tentang gambaran penyebab masih 
terjadinya fraud auditor. 

 

7.Gambaran Penyebab Masih 

Terjadinya Fraud 

a)Teori Inferensi Terkait 

(Correspondence Inference) 

Teori inferensi terkait (correspondence 
inference) perilaku fraud dapat 
digambarkan atau disimpulkan atas 
adanya non common effect, freely 

choosen act, dan low social desirability. 
1. Non Common Effect 

Non common effect merupakan situasi di 
mana penyebab dari tindakan yang 

dilakukan seseorang adalah sesuatu yang 
tidak disukai oleh orang pada umumnya. 
Seperti adanya sikap auditor yang 
berbeda (sikap ke arah 

negatif/pelanggaran kode etik) 
dibandingkan sikap auditor lainnya (sikap 
yang taat aturan dan kode etik), diketahui 
penerapan kode etik BPK dilaksanakan 

dengan baik, tindakan adanya unsur 
kecurangan dicegah dengan teguran atau 
unsur pembinaan pada tim pemeriksa. 

Jika terdapat pelanggaran kode etik 

pada salah satu anggota tim, anggota tim 
yang lain berkewajiban untuk menegur 
serta memperingatkatkan anggota tim 
lainnya, hal tersebut menjadi bentuk 

tanggung jawab tim dalam melakukan 
pemeriksaan agar independensi, 
integritas dan profesionalisme tetap 
terjaga dan terhindarkan dari tindak 

kecurangan. 
2. Freely choosen act 

Freely choosen act merupakan banyak 
tindakan yang dilakukan oleh orang 

dikarenakan oleh paksaan situasi. Pada 
kutipan wawancara menjelaskan paksaan 
situasi yang dilakukan auditor didasarkan 
pada niat dan kesempatan yang dimiliki 

auditor untuk melakukan kecurangan 
menjadi salah satu alasan masih 
terjadinya tindak kecurangan. 

Pengawasan terhadap proses 
pemeriksaan selalu dilakukan oleh 

pengendali teknis dan penanggung jawab 
tugas pemeriksaan Adapun kesempatan 



 
 

yang terjadi atas pribadi auditor yang 

melakukan pemeriksaan karena tidak 
memiliki integritas, independensi, serta 
profesionalisme yang baik 
3. Low social desirability  

Low social desirability (menyimpang 
dari kebiasaan) merupakan sikap kita 
akan dengan mudah menarik kesimpulan 
bahwa seseorang memiliki kepribadian 

tertentu yang tidak wajar bila orang itu 
menyimpang dari kebiasaan umum. 

Penegakan kode etik telah dilakukan 
oleh BPK, dari program-program 

kegiatan seperti kewajiban membuat 
pakta integritas sebelum pemeriksaan dan 
pelaporan aktivitas pemeriksaan sesudah 
pemeriksaan, monitoring dan evaluasi 

dari pengendali teknis maupun 
penanggungjawab, perilaku kecurangan 
terjadi kerena perilaku pribadi 
menyimpang auditor dari kode etik (kode 

etik auditor yaitu independensi, integritas 
dan profesionalisme). 

Serta terjadinya fraud pada auditor 
dikarenakan peluang yang terdapat di 

entitas, jumlah entitas yang banyak 
dengan resiko fraud yang tinggi dapat 
mengakibatkan fraud dapat terjadi pada 
auditor saat melakukan pemeriksaan. 

Serta adanya pemeriksa BPK yang 
memiliki karakter, moral, dan integritas 
yang kurang baik dapat mengakibatkan 
terjadinya tindakan fraud dalam proses 

pemeriksaan di lingkungan BPK. Salah 
satu upaya yang dapat dilakukan untuk 
mengatasi permasalahan tersebut adalah 
dengan memperbaiki sistem rekrutmen 

pegawai yang dilakukan oleh BPK. 
Dalam melaksanakan rekrutmen 
sebaiknya dilakukan tahapan untuk 
menilai integritas dari calon pegawai 

sehingga diharapkan pegawai yang 
diterima memiliki integritas yang baik 
dan tidak berpotensi untuk melakukan 
fraud pada masa yang akan datang. 
8 Interpretasi Keseluruhan Data 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dijelaskan sebelumnya, baik analisis 

kuantitatif maupun kualitatif, keduanya 

saling mendukung dan memperkuat hasil 
penelitian satu sama lain. Ditemukan 
bahwa terdapat risiko fraud terjadi karena 
perilaku pribadi auditor menyimpang dari 

kode etik (kode etik auditor yaitu 
independensi, integritas dan 
profesionalisme) dan dengan kelemahan 
yang muncul dari kesempatan fraud yang 

terdapat di entitas dengan jumlah entitas 
yang banyak dengan resiko fraud yang 
tinggi dapat mengakibatkan resiko yang 
tinggi juga fraud dapat terjadi pada 

auditor. 
9. Kesimpulan Penelitian  

Penelitian ini melakukan pengujian pada 
peran kode etik terhadap pencegahan 

fraud pada auditor, variabel-variabel 
yang diuji adalah variabel integritas, 
independensi dan profesionalisme. 
Terdapat dua pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu 
pendekatan kuantitatif dan kualitatif 
melalui strategi sequential explanatory 
pada tahap pengumpulan dan analisis 

pengujian data untuk menghasilkan 
beberapa temuan empiris. 

Berdasarkan dari hasil analisis 
pengujian data kuantitatif, diperoleh 

temuan bahwa semua faktor yang telah 
diidentifikasi sebelumnya terbukti 
berpengaruh positif terhadap pencegahan 
fraud. Hal tersebut memberikan bukti 

empiris bahwa kode etik berperan dalam 
pencegahan fraud pada auditor. 

Hasil analisis pengujian data 
kualitatif memberikan gambaran institusi 

BPK telah melaksanakan penerapan kode 
etik dengan baik, pelaksanaan kode etik 
telah mencakup program-program 
pencegahan fraud, program-program 

tersebut termasuk kedalam tindakan 
prevention deterrence, disruption, 
identification, dan prosecution. Dalam 
pelaksanaannya masih terjadi fraud hal 
itu didasarkan pada tindakan pribadi 

auditor karena pemeriksa BPK tersebut 
memiliki karakter, moral, dan integritas 



 
 

yang kurang baik serta peluang fraud 

yang ada di entitas yang diperiksa dapat 
mengakibatkan terjadinya tindakan fraud 
dalam proses pelaksanaan pemeriksaan. 
10. Implikasi Penelitian 

a) Implikasi Teoretis 

Penelitian ini memberikan implikasi 
secara teoretis pada pengembangan 
konsep teori atribusi pada permasalahan 

etika, khususnya pada bidang auditing di 
instansi Badan Pemeriksa Keuangan 
terkait variabel-variabel etika yang 
diterapkan untuk pencegahan fraud. 

Penelitian ini mengintegrasikan teori 
atribusi untuk memberikan bukti bahwa 
konsep tersebut dapat memberikan 
penjelasan secara lebih komprehensif 

tentang variabel-variabel etika yang 
secara bersama-sama mempengaruhi 
peran pencegahan fraud pada institusi 
BPK. 

b) Implikasi Metodologi  

Penelitian ini memberikan implikasi 
secara metodologi, yakni dengan 
menggunakan metode campuran (mix 

method) dalam menganalisis suatu 
masalah atau fenomena yang ingin dikaji 
dalam suatu penelitian. Jenis metode 
campuran yang digunakan adalah 

sequential explanatory, di mana peneliti 
terlebih dahulu melakukan pengumpulan 
dan analisis data kuantitatif. Selanjutnya 
menindaklanjuti hasil temuan 

sebelumnya (kuantitatif) dengan 
pengumpulan dan analisis data kualitatif. 
Hal tersebut dapat membantu 
menjelaskan hasil penelitian secara lebih 

komprehensif antara data kuantitatif dan 
kualitatif, sehingga pengambilan 
keputusan untuk penarikan kesimpulan 
dalam penelitian lebih akurat.  

c)Implikasi Praktis  

Penelitian ini memberikan implikasi 
secara praktis, yakni hasil penelitian 
dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dan masukan bagi BPK, 

dengan pemberian masukan terkait 
dengan upaya pencegahan fraud untuk 

meningkatkan pengawasan berdasarkan 

hasil analisis dan pembahasan.   
Seperti halnya penelitian-penelitian 

empiris lainnya, penelitian ini juga 
memiliki beberapa keterbatasan dalam 

proses penyusunannya. Untuk lebih 
jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut. 
1. Penelitian ini dilakukan pada saat 

pandemi covid-19 yang membatasi 

ruang lingkup observasi penelitian 
yang hanya bisa dilakukan secara 
online tidak dapat secara langsung 
bertatap muka 

2. Partisipan wawancara dalam 
penelitian ini hanya terdiri dari 4 orang 
saja, hal ini disebabkan karena 
kesibukan dari partisipan yang tidak 

memiliki waktu untuk melakukan 
wawancara. Untuk peneliti 
selanjutnya disarankan ketika ingin 
melakukan penelitian terutama dalam 

proses pengambilan data, hindari 
waktu-waktu sibuk para ASN yaitu di 
awal ataupun akhir tahun. 
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